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PERATURAN
REKTOR UNTVERSITAS SEBELAS MARET

NOMOR: ,5t TAHUN 2O16

TEI{TANG

DOSEN NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN DOSEN PURNA TUGAS PEGAWAI
NEGERT SIPIL UNIVERSITAS SEBELAS MARET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNTVERSITAS SEBELAS MARET,

Menimbang 3 0. bahwa dalam rangka memenuhi Standar Nasional Pendidikan
Tinegi sebagainrana telah diamanatkan dalam Peraturan
Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44
Tahun 201 5 dipandang perlu untuk rnelakukan analisis
kecukupan kebutuhan tenaga pendidik di setiap program studi;
bahwa untuk rnemenuhi kebutuhan 'lenaga Pcndidik bagi
program studi yang bclum memenuhi standal sebagaimana
dimaksud pacla hrlruf a di atas, Universitas Scbelas Maret
melaksanakan rckrutrren/pengangkatan dosen nou-pegarvai
negeri sipil;
bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi setiap dosen
non-pegawai negeri sipil yang diangkat oleh Univ<:rsilas Sebelas
Maret maka perlu adanya pcraturan tentalrB rloserr n<ltt-
pegarvai negeri sipil yang ditetapl<ern oleh Rektor;
Undang-Undang Nomor 20 'l'ahun 2003 tr:ntang Sistem
Pendidikan Nasiorral (l,embaran Negara Republik Indonesia
'l'ahun 20O3 Nomor 78, 'l'nmfrahan l-emltaran Ncgara'RepubliI<
lndonesia Nonror 430 l)l
Unclang-Unclang Nornor l -1 Tahun 2005 tentang (iu r rr rlan
Dosen (Lembaran Ncgara Itepublik Indonesia 'l'al-run 2005
Nomor 157, '1'amtraharr i,ernbaran Negara Repr-rblil<
lndonesia Nornor 4 5B(r );
Undang-Unclang, Nornor 12 'I'ahun 2012 terrtang Pentlidil<an
Tinggi (l-enrbalan Neganr Republil< Indonesia 'l'ahr.rn 2O 12
Nomor 158, 'l':rrnbnhan l-cmbaran Negara Reltirlrlik
Indoncsia Nonror 5336) ;

Unclang-Unclang Nomor 5'l'ahun 2014 tentang Aparirt.ur Sipi)
Negara (lrmbaran Negala Republik Indonesia Tahun 20 ]4
Nomor 6r, Tambahnn Lembaran Negara Republit< Inrlonr-:rirr
Nomor 5494);
Peraturan Pemerintah Nomor 'l 9 Tahun 20O5 tentang
Stanclar Nasional Pendidikan (Lernbaran Negara Repul-rlil<
Inclonesia Tahun 20(J5 l.lomor 4I), 'lanrbal-ran [,ernbariur
Nega.ra t{epublik intloncsia Nornor 4-196) sebagaimana r('la}r
cliubah deng,an l)cratLlrztn Pemelinlah Nomor 32 'l'ahrin l,l()l.l
tentang ['erut)a]ran .U.^sr Peraturan Pemcrinrah Norrror I9
'l'ahun 2O05 tentanil Standar Nasional Pendidikan (Lcrnbalan
Ncgara Rcpublil< Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, T:rurbalrarrr
kmbaran Negara i?epublil< Indonesia Nomor 54'l 0);
Peratrrran Penrr:rinitrh Nomr>r 37 'l'ahun 2009 tentanil
Dosen (l,embararr Negara Republil< Indorrcsia Talrun 2(109
Nomor 76, 'l':rrnlr:ilrirrr Lembararr l\e11ara Repuirlr'.:
Indonesia Nonrt:r 500'7 );
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Peratu ran Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502)
sebagaimana telah cliu bah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun
2012 Nomor 71, Tambahan l-embaran Negara Nomor 5340);
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 20l4 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lernbaran Negara Republil< Indonosia
Tahun 2014 Nomol 16, Tambahan Lembaran Negara
Repu blik Indonesia Nomor 55OO);
I(eputusan Presiclen Nomor 10 Tahr.rn 1976 tentang
Pen<lirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
Peraturan Menteri Pcmberdayaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatat-t
Fungsional Dosen dar-r Ar-rgl<a Kreditnya (Berita Negara RI tahun
20I3 Nomor 466) sebagaimana diubah dengan Peraturan
Menteri Pemberdal,aan Aparatur Negara dan Reformasi
Birol<rasi Nomor' -16 'l'ahun 2013 tcntang Perubahan atas
Peraturan Menteri f)emberdayaan Aparatur Negara dan
Reftrrmasi Rirol<r'asi Nomor 17 -l'ah r.rn 2Ol3 tentang Jabatan
Fungsional Dosen dan Angl<a I(re d itnya (Be rita Negara R I
Tahun 2014 Nomor 151);
PeratLrran Menteri Pencliclil<an clan l(ebudayaan Republik
Indonesia Nomor 50 'l'ahun 2014 tentang Sistem penjaminan
Mutu Pendidikan Tingiii (Derita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 7BS);
Peratrrran Menteri Pendidikan dan I(ebudal,aan Republik
lndonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan 'l'ata
I(crja Univcrsitns Scbelas Marct (Berita Negara Republik
Indorresia 'l'ahun 2O'l 4 Nomor I 180);
Peraturan Menteri I?iset, 'l'el<r-rologi, dan Penclidikan Tinggi
Republik lndonesia Nomor 44 Tahun 201 5 tentang Standar
Nasional Per-rdidikan Tinggi (Berita Negara Republik lnclonesia
'l'ahun 2015 Nomor 1952);
Peraturan Menteri Iliset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Republik Indonesia Nornor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi
Pendidik pacla Perguruan 'l'inggi, sebagaimana diubah
Peraturan Menteri Iliset, Tel<nologi, dan pendidikan 'l'inggi
Nonror 2 'l'ahun 2016 tentang Perubahan atas peraturan
Menteri Iiiset, Teknoiogi, dan Pendidikan Tinggi Republil<
Inclonesia Nornr:r 26 'l'ahun 20,l5 tentang Registrasi pendidik
pada Perguruan 'linggr (Berita Negara Republik lndonesia
'l'ahun 2016 Nornor 40:

1.5. Kepu tu san

14.

I\4 enteri Pen d icl ik an Nasionzrl Nomor
), 12 /O / 2OO4 tcnrang Statuta Univcrsiras Sebelas Maret;

I6. I(cputusan Mentcri l(cuangan RI Nomor 52/KMK.OS/2009
tentang [)enetapan Urriversitas Sebclas Maret Surakarta pada
Departemen Pendidil<an Nasional sebagai Instansi penrerintah
yang Menelapkan Pengelolaan Keuangan Badan l_avanan
Umt:nr;
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang' 
e"ng"tot.an Keuangan Badan Layanan- Umum (Lembaran

lflgi.o Republil< Ind6nesia Tahun 2005 Nomor 48' Tambahzrr

teirbaran' Negara Republik lndonesia Nomor 4502),

""Uogti*u.t. 
titan aiuuatr dengan Peraturan Pemerintah

NomJ, 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

i<"ur.tg^., Baclan Layanan Umum (l'embaran Negara Tahun

2012 Nlmor 71, Tamtahan Lembaran Negara Nomor 5340);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentarlB- 
P"ny"lcnegaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaarr-P;.;"."";' 

Tinggi (Lembaran Negara ltepublik Indonesia
f^hi.t 2014 No-o. 16, Tambahan ['embaratr Negara

Republik lndonesia Nomor 55OO);

9. KeputLtsan f'residen Nomor 1O Tahun 1976 tentatrg
Pendirian Universitas Negcri SuraJ<arta Scbelas Maret;

lO. Peraturan Menteri Pemberdayaan nparatur Ncgara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatat-r

Fungsional Dosen dan Angka lfueditnya (Bcrita Ncgara Rl tahurr

2015 Nornor 466) sebagaimana diubah dengan Peraturan

Menteri Pcmbcrdayaan n paratur Ncgara dan Rcfornrasi

Birol<rasi Nomor 46 'tahun 2013 tcrltang Perubahan atas
Peraturan Menteri Pe mberdayaan Aparatur Negara da t.t

Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2O 13 tentang Jabatar-r

Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Benta Ncgara Rl

Tahun 2014 Nomor 151);

1 1 . Pe raturan Menteri Pendiciikan dan Kebudayaan Replt blil<

lndonesia Nornrlr 50 'l'ahun 20I4 tentang Sistem Perrjaminal-t

MLrtu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republil< lndorlesier
Tahun 2O 14 Nomor 788);

12. Peratura-n Menteri Perldiclikan clan Kebudayaan Republik
lnrionesia Nomor 84 'lahun 20 l4 tentang Organisasi dan 'lata

Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik
lndonesia Tahun 2014 Nomor 1180);

13. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikarr Tinggi

Repr.rblik lrrclonesia Nomor 44 Tahun 2015 tenmng Standar
Nasional Penctitlil<tr.n'finggi (Bcrita Ncgauer Rcpublik Indoncsia
Tahun 2015 Nornor 19 52);

14. Pcraturan Mentcri Risct, Teknologi, <lan Pendidikan 'l'inEgii

Republik lndonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Regrstrasl
Pendiciik patla Perguruan Tinggi, sebagaimana diubah
Peraturan Menteri Riset, Teknologi, rlan Pendidikan Tinggi

Nomor 2 'l'ahun 20 l6 tentang Perubahan atas Peraturarl
Menteri Riset, 'l'el(nologi, dan Pendidikan Tinggi Rcpublili
Indonesia Nomor 26 Tal-run 20 15 tentang, Registrasi Petlcliclil<

pada Pergrtruan Ting,gi (Berita Negara Repr'rblik lndonesia
'l'ahun 2016 Nomor 401

15. Ke[)Lrtrrlrzrtr Mentct i Pendidikarl Nasiorlal Nornor
I 12 /O /2OO4 lcrrteulB SLatu[a Univel'sitas Sebeltrs Maret;

16. I(eputusan Menteri l(errangan Ill Nonrr>r 52/KMK 05/2OOg

tentang Penetapan Univcrsitas Sebelas Maret Sural<arta pada

Departimen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemcrintah
yang Menerapkan Pengelolaan Ketrangan Badan Layanart

Umum;

)



BAR I
KETENTUAN I'IWUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret, selan.jutnya disebul UNS.
2. Rektor adalah Rektor UNS.
3. Fakultas adalah Faktritas di lingkungan UNS.
4. Dosen adala.h pendidik prol'esionai dan ilmuwan dengan tugas Lltama

mentransformasikan, r:.rengembar-rgl<an, dan menyebarluaskan llmu
Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian dan pengabdian
kepada Mas.yarakat.

5. Dosen Non Pegawai Negeri Sipil UniversiLas Sebelas Maret, yang selarlutnya
disebut Dosen Non PNS UNS adalah dosen yang bekerja penuh waktu clan
diangkat berdasarkan perjanjiu-r kerja, yang berstatus sebagai tenaga pencliclil<
pada satuan pendidil<an tertentu.

6. Dosen Purna Tugas Pegawai Negeri Sipil Universitas Sebelas Maret, yang
selanjutnya disebut Dosen Pnrna Tugas PNS UNS adalah closen purna Tugas
PNS yang bekerja paruh waktu dan diangkat berdasarkan perjanjian kerja, yang
berstatus sebagai tenaga pendidik pada satuan pendidikan tertentu.

7 . Pejabat yang berwenang adalalr Rel<tor.
8. Pejabat adalah pimpinan universitns, Ib.)<u)tas, program pascaseLr.jarr,,

lembaga, Unit Pengelola Tcknis, unit. kerja Iain atau atasan Iangsung Doserr
non PNS UNS atau arasan langsung Dosen Ifurna Tugas pNS UNS.

9' Jabatan lrngsional Dosen Non PNS UNS vang selanjut,ya disebut
jabatan fungsional akademik adarah kedudukan yang menunjukkan tugas,
tanggung jawab, we\\,enang dan hak seseorang Dosen Non pNS UNS clalam
auatu satuan organ.isasi yang dalam pelaksanaan tugasnva cliclasarkan
keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

l0' Angka kredit adalah satuan nilai dari t.iap but.ir l<egiaLan dan alau akrrml.rlasi
nilai butir-butir l<egiatan yang harus dicapai oleh Dosen Non pNS UNS dalanr
rangka pembinaan karier kepangkat:rr.r dan jabatan yang bersangkutan.

I 1. Perjanjian kerja adalah suatu perikatan antera Dosen Non pNS UNS atar-r
Dosen Prrrna Ttrgas PNS UNS dengan Rel<tor yang mcmuat syarat-syarat l<erja
serta hal< dan kervajrban para pihak der]gan prinsip kesetaraan berdasarkan
peraturan perundang-undangan.

12. Kualifikasi akademik aclalah ijazah jcnjang penclidil{an al<ademik vang harLrs
dimiliki ok:h Dosen Norr PNS UNS :rtar,r Ijosen purrra Tugas pNS UNS sesr:er
denganjenis, jcnjang, dan satuan penclirlil<an lornral di tcmpat penugasan.

13. Kompetensi adalah seperangl(at penp,clzrhuan, keterampllan dan silcap yang
harus dimiliki, dihayati, clan dikuasai oleh dosen dalam melaksanakan tugas
I(eprol-esionalan.

14, Sertifikasi dosen adalah proses memperoleh sertilikat pendidik untuk dosen.
15. Scrtifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan

kepada dosen sebagar tenaga profesional.
16. Gaji aclalah hak .vang diterima oleh dosen atas pekerjaanrrva darr

penyelenggara perrdidil<aur atau s.rtuan pendidikan dalam bcntuk frnansial
secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-unda,ngan.

17 . Penghasilan adalah gaji pokok, penclapatan -vang melekat pa(la gaji, cian
pendapatan lain yang clapat diterirrakan kepada closen sesuai dengan
peraturan pcru rrtlang- u n dan gan.
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18. SDM adalah sumber Daya Manusia dalam hal ini adalah dosen non pNS
UNS.

19. Pengembangan SDM Dosen Non pNS UNS
pengetahuan clan kompetensi yang digunakan
Universitas.

adalah pcngembangan
untul< mendul<ung l(pl

kualifikasi akademik dan l(ompeten si
untuk menjadi Dosen Non pNS UNS,' Dosen Non pNS UNS harus mengikuti

PNS dan Dosen purna Tugas pNS
peru ndan g- u n d angarl .

PNS dan Dosen purna Tugas pNS
kesepakatan kerja sesuai dengan

Pasal 2
(l) Setiap orang yang mempunyai

mempunyai kesempatan yang sama
(2) Setiap orang yang diangkat seb,

proses seleksi.
(3) Pengangkatan dan pen. .)patan I ,sen Non

UNS dilaksanakar sesu; ttgan. -,raturan
(4) Pengangkatan dan pener, _,atan Dosen Non

UNS berdasarkan perjanjian l<erja atau
peraturan pe ru n dang- u nd angan.

(1)

(2t

BAB II
PERENCANAAN SDM

,lagal 3
Perencanaan SDM Dosen Nr,n pNS UNS clibuat untuk jangka waktu 4(empat) tahun.
Perencanaan Dosen Non pN, UNS sebagriimana dimaksud pada ayat (l)disusun dengan memperhatikar :

(3)

a. Rasio dosen dengan mahasj va;
b. Pangkalan Data perguruan ,l,rr. ggi;
c. Rencana pengembangan progr m studi
d. Kemampuan l<euangan universir r
Tahapan-tahapan perencanaan D I

dimaksud pada ayat (1) c.liatr.rr lebih lan jut

baru ;

Non PNS UNS
dengan Kcpu tu san

sebagaim a n a
Rektor.

(1)

(21

REKRUTMB#DII 
"r.,r*",

Pasal 4
Rekrutmen dan seleksi Dosen Non pNS uNS dilal<ukan secara terpusat olehUniversitas berdasarkan..kebutuhan ctari program Studi/Fakulras denganmekanisme yang sudah ditetapkan.
Tahapan seleksi pengaclaan Dosen Non pNS UNS mr.linrrti:a. Pembentukan panitia seleksi;
b. Pengumuman lowongan formasi;
c. Seleksi; dan
d. Pengumuman h asil seleksi.
Rekrutmen dan sereksi Dosen Non pNS uNS scbagaimana ciimaksud pacraayat (1) dilakukan secara terbuka dan akuntabel;

(3)
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(4) Rekrutmen dan seleksi Dosen purna Tugas pNS tJNS dilakukan
berdasarkan usulan Program studi/ Fakultas dan memiliki kualilikasi
pendidikan Dol<tor/S3 atau yang sederajat.

Paral 5
Jenis tes seleksi Dosen Non pNS UNS meliputi:
1. Seleksiadministratif;
2. Tes tertulis yang terdiri atas:

a. Tes kemampuan umum
b. Tes kemampuan akademik sesuai bidangnya;
c. Tes kemampuan berbahasa lnggris;

3. Tes kemampuan mengajar; dan
4. Tes wawancara.

Pasal 6
Keputusan hasil rekrutmen cran sereksi pe.gadaan Dosen Non pNS U NS clan
Dosen Purna Tugas pNS ditetapkan oleh Rel<tor dan bersifat muUak.

Pasal 7
(1) Pengangkatan Dosen Non pNS uNS ciilakukan dengan perjanjian ker.iasecara bertahap:

a. Sebagai calon Dosen Non pNS UNS untuk jangka rvaktu 2 (dua) tahun.b' calon Dosen Non pNS sebagaimana dimai<sud pada huruf a'yur-rg ,"r.},menerlma hasll evaluasi oleh pe_jabat yang benvenang, diangkat JeUagai
Dosen Non pNS UNS.

Dosen Non PNS UNS sebagaimana dimaksucr pada ayat (r) dapat mengrkuti
seleksi CPNS.
Evaluasi kinerja Dosen Non pNS UNS meliputi Ev€rluasi ktnerja per tahundan Evaluasi Karier.
Evaluasi kinerja per tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakr,rkan
secara periodik.
Evaluasi karier sebagaimana dimaksucl pada ayat (3) dirakukan sesuarperaturan peru ndan g- u ndangan yang berlal<u.
Dosen Non PNS UNS dan Dosen purna Tugas pNS yang tidal< memen,hi krnerja
yartg dipersyaratl<an dapat diberhentikan.

(71 Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) tidal( berlaku bagi Doser-r Purna Tugas pNS
UNS.

(B) Dosen Non PNS UNS cian Dosen
berupa Nomor lnduk Dosen sesuai

BAA TV
PENGEMBANGAN SDM

Paaal 8(1) Pengembangan SDM I)oscn Non pNS adalah berupa kesempatan srudi
lanjut dan pelatihan kompetensi.

(2)

(3)

(4)

(s)

(6)

Purna Tlgas PNS mendapat Regtstrasi
Keten t u an yang berlak u .

12\ Pelatiha* kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
kompetensi keahlian dan kompetensi manajerial.
Dosen Non PNS berhak mendapatkan kesempatan studi lanjut dan
pelatihan kompetensi yaltg sama dengan dosen pNS.

(s)
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Kesempatan Studi ranjut bagi Dosen Non pNS UNS sebagaimana dimaksudpada ayat (2) dapat diusuikan, 
".t.t"r, mendapatkan izin dari 

',eiabat
dengan mempertimbangkan kebutrf_rr.rt,,p"tensi keilmuan Aa.i progranrstudi atau Jurusan tempat y""g b.;;o;;tr.l1an uer.erla.

BAB V
PENGEMBANGAN KAR]ER

pengembangan Kaner poser 
)": ;i::l,'-a meriputi jeqiang jabatan rungsionalakademik dan jenjang kepangkatan /g.i;;g;;:''^Jenjang jabatan akademik sebagaimani dimaksucr pada ayat {1) ditetapkarrsesuai dengan peratu ran perundarig_ unau.rg"n.'-

i::r:lu- I.r,lngkatan /goio,g"., oo".; -;"i" p*s UNS sebagaimana dimaksudpaoa ayat Il) disesuaikan dengan jenjang kepangkatan/golongan menururp€faturan perundang_ un.l^.,g2r. - ' J 'o '

Ketentuan ayat (l) ticlak berlaku bagi Dosen purna Tugas pNS UNS.

BAB VI
KOMPENSASI

pagal lO
GaJl, Tunjangan, IneenHf

Dosen Non pNS uNS dan Dosen purna Tugas pNS berhak mendapatkan gajrpokok yang disetarakan dengan gu;i ao""n iNiRektor. 
. vvrrsqr,6<rJr uosen Hl\;i yang diatur dalam Keputriszrn

Dosen Non pNS UNS
i n sen ti r k.,r " (."; ;,.;" 

jli:" :,::? ff ,i" 
J: ffiL ?:: _ 

.r::,ifl., m e,r d a pa k :,,,

l"'"::1.*"rlli",,'i;t,lilll* .T""oo'atkan tunjansan vans tercriri dar.i

;::i;t*l *xs*,ffiilH: iil,,#JT :n *y ; xL :::",xt :

pasal 11

SerHflkael dan TunJangan profesl
(l) 

3::?rln"o*:r*'^1t^ !"rhak^ diusulkan untuk mengikuti sertirikasi cian
pengabdian di uNSfJ"sff" ,.l,llliito^,tio'*"t 

closen sJelah -"1^k",r,"1."^.,
(21 Mekanisme pengajuan sertifikasi dan tunjangan profesi Dosen Non pNS uNSmengacu peraturan pcru.n-crarg- unc.langa n ya.,rg berraku ten tar.lg sertirrkasi da,tunjangan profesi dosen pNS
(3) 

5i,,::*." 
ayat (t) dan ayat (2) tidal< berlaku bagi Dosen purna Tugas pNS

pagal 12
Ha'l-hal yang belum diatur (lalam peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut
ff:.-,x1#fftuan 

tersendiri, dan ,,r..upot.n nrgian yang tidal< terpisahkarr dtrri

(4)

0)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)



pasal 13
Dengan diberlakukannya peraturan Rektor ini, peratllran Rektor Nomor379/uN27 /Kp/2012 tentang Dosen dan i".,ug. I(epenclidikan Non pegawaiNegeri sipii Universitas sebelas tutu..t ai..i,rt dan dinvatakan ricrak berrakusepanjang yang telah diatur dalam peraturan Rektor ini.

Peraturan Rektor ini m 
Pagal 14

ulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di : Su ral<arta
Pada tanggal :

0 4 AL]G 2016
Rektor,

ar\ l::f: D', RAvrK KARSTDT, M.s.NIP 19570707198 103 1006
t


